








KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR  900 /               /TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

BUPATI KARANGANYAR,
	
	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

	
	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);


	
	MEMUTUSKAN :

	
	Menetapkan
	:
	

	
	KESATU
	:
	Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

	
	KEDUA
	:
	Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

	
	
	
	a. melakukan pengawasan secara internal dan eksternal terhadap organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan / atau tidak berbadan hukum Kabupaten Karanganyar;





b. memantau dan memverifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Karanganyar;

	
	
	
	c. mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam melaksanakan tugas;
d. menerima laporan dan / atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan / atau kegiatan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Karanganyar;
e. melaporkan hasil pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Karanganyar.

	
	KETIGA


KEEMPAT
	:


[bookmark: _gjdgxs]:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	
	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
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	BUPATI KARANGANYAR,




	Tembusan :
1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Badan Kesbangpol;
5. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah;
6. Tim Yang Bersangkutan.
	
	
JULIYATMONO

	Telah Dikoordinasikan

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
	

	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	LAMPIRAN
	
	

	KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

	NOMOR  900/            /TAHUN 2022

	TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

	NO
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1
	Bupati 
	Penanggung Jawab

	2
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Ketua

	3
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Wakil Ketua

	4
	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Sekretaris

	5
	Perwira Seksi Intelegen Kodim 0727 Karanganyar
	Anggota

	6
	Kepala satuan Intelegen dan Keamanan Kepolisian Resor Karanganyar
	Anggota

	7
	Kepala Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Karanganyar
	Anggota

	8
	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah 
	Anggota

	9
	Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Anggota

	10
	Analis Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Anggota

	11

12
	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Analis Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Anggota

Anggota 



	                       BUPATI KARANGANYAR,


	                                                              


        JULIYATMONO

	Telah Dikoordinasikan

	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
	


	2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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